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ABSTRAK  

 

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCABULAN  

OLEH GURU TERHADAP SISWA PESANTREN  

DI INDONESIA 

 

Oleh: 

Edwar Yusuf 

 

Salah satu kejahatan yang sering dijumpai di media cetak atau elektronik yaitu 

kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya kejahatan pencabulan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya 

kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia, 

Bagaimanakah upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap 

siswa pesantren di Indonesia dan apakah faktor penghambat upaya Penanggulangan 

Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia. 

 

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan 

adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari 

Polisi Penyidik Bagian Anak dan Perempuan pada Polresta Bandar Lampung, Jaksa 

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan 

Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Bagian Pidana Univeritas Lampung. 

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan 

pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah yaitu faktor 

internal yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa 

terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. 

Kemudian Faktor ekstern yaitu meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan 

terkait erat dengan aspek sosial budaya. (2) Upaya Penanggulangan Kejahatan 

pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia yaitu perlindungan 

hukum terhadap anak korban asusila oleh oknum guru dilaksanakan berdasarkan 

Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. Hal yang telah dilaksanakan adalah perlakuan atas anak secara manusiawi 

sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus 

anak sejak dini dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan 
untuk menghindari labelisasi. Sedangkan yang belum terlaksana dengan baik yaitu 

penyediaan sarana dan prasarana khusus, pemantauan dan pencatatan terus menerus 

terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum serta pemberian 

jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. (3) 

Faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru 



 

 

 

iii 

terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah kurangnya kesadaran hukum 

masyarakat dan kurang baiknya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

dari tindakan masyarakat yang tidak kooperatif terhadap penyidik dan kurangnya 

ketaatan terhadap hukum. 

 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran diharapkan profesi guru 

dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang 

bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk 

melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat 

menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya. Bagi 

orang tua yang mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, hendaklah berhati-

hati serta mengawasi, karena orang yang dianggap mampu dipercaya bisa menjadi 

salah satu pelaku kejahatan pencabulan, serta orang tua hendaklah memberikan 

pengasuhan, pengawasan, serta bimbingan terhadap anak secara intensif karena 

dengan tidak adanya pengawasan secara intensif anak cenderung merasa nyaman 

dengan orang lain dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kejahatan 

pencabulan. Bagi pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Bandar 

Lampung, dalam melakukan proses perlindungan hukum bagi korban kejahatan 

pencabulan terhadap anak diharapkan tidak hanya formalitas karena biar dianggap 

masyarakat bahwa kepolisian sudah melakukan dengan optimal perlindungan hukum 

tersebut. 

 

Kata Kunci: Penanggulangan, Kejahatan Pencabulan, Guru, Siswa Pesantren. 
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MOTTO 

 

 

 

 

“Kobarkan semangat perjuangan, Agar kau dapat menghayati seni dari kehidupan.” 

(Edwar Yusuf) 

 

 

“Anda dapat merantai saya, Anda dapat menyiksa saya, 

 Anda bahkan dapat menghancurkan tubuh ini,  

Tetapi anda tidak akan pernah memenjarakan pikiran saya .” 

(Mahatma Gandhi) 
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I. PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga 

setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. 

Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap 

anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung 

tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan 

bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.  

 

Anak adalah mahluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang 

lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir 

dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat 

mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan mahluk sosial, 

perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat 

bagi perkembangannya.
1
 

 

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk 

menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan 

terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, 

                                                             
1
 Angger Sigit dan Fuandy, Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015. hlm 1 



2 

 

psikologis, ataupun kekerasan seksual. Segala bentuk perlakuan salah pada anak 

tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui  

bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk 

memberi tahu anaknya.
2
 

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur 

ketentuan mengenai sanksi pidana pelaku tindak pidana persetubuhan dengan 

kekerasan, namun pada kenyataanya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk 

mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus 

persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama 

yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di 

pengadilan.  

 

Pada dasarnya menyelenggarakan sistem keadilan pidana (Criminal Justice  

Sistem) maka pidana menempati satu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena 

putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-

lebih apabila putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan 

menimbulkan reaksi yang “kontroversial”, sebab kebenaran di dalam hal ini 

sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Sebagaimana 

diketahui bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar 

Undang-undang, pada dasarnya yang bisa melakukan tindak pidana itu manusia 

(naturlijke personen). Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar 

untuk pemberian pidana.
3
  

                                                             
2
 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2011, hlm.13 
3
 Criminal Justice System”, http://hukum.indo.blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-system-

materi-kuliah.html?m=1, diakses Tanggal 7 Februari 2022 Pukul 23.17 WIB 

http://hukum.indo.blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-system-materi-kuliah.html?m=1
http://hukum.indo.blogspot.co.id/2011/11/criminaljustice-system-materi-kuliah.html?m=1
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Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, namun 

untuk adanya pemidanaan diperlukan syarat bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjectief guilt).
4
 

 

Pada dasarnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai 

sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur unsur tindak pidana. 

Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi antara lain adalah suatu perbuatan 

memenuhi rumusan Undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang dianggap mampu bertanggungjawab. 

Kejahatan pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289 

KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam 

karena melakukan tindak pidana kesusilaan, dengan pidana paling lama dua belas 

tahun”.  

 

Era Lambroso dalam Moeljanto juga menandai pendekatan baru dalam 

menjelaskan kejahatan, bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para 

tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat 

pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari 

kemungkinan cacat dalam  kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang 

tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan 

moral yang lemah.
5
 

 

                                                             
4
 Artonang, “Pengertian Tindak Pidana”,http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertiantindak-

pidana-unsur-unsur.html?m=1,diakses Tanggal Tanggal 7 Februari pukul 23.45.WIB. 
5
 Moeljatno. 1933. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 115. 
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Pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu “setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. 

 

Anak menjadi korban dari  kejahatan seksual tidak dibatasi oleh perbedaan jenis 

kelamin. Anak laki-laki maupun anak perempuan keduanya potensial menjadi 

korban dan sasaran dari kejahatan seksual yang berkembang di masyarakat. 

Namun jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual biasanya lebih 

dominan anak perempuan karena anak perempuan lebih lemah, lebih tergantung, 

lebih mudah dikuasai dan diancam oleh pelaku kejahatan.
6
 

 

Masalah yang ditimbulkan antara lain terjadinya pergeseran nilai moral, 

kesenjangan keadaan sosial ekonomi, proporsi penduduk miskin yang makin 

besar, angka pengangguran yang makin tinggi, serta berbagai masalah sosial lain 

sementara pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup makin sulit dilakukan. 

Kondisi ini mendukung peningkatan tindak kekerasan seksual maupun 

persetubuhan, terutama golongan yang dianggap lemah dan rentan yaitu anak-

anak. Begitu juga dengan tindak persetubuhan  terhadap anak sangat potensial 

menjadi korban kejahatan seksual tanpa memandang usia, status sosial, atau 

bangsa.   

 

                                                             
6
 John Dirk Pasalbessy,Fenomena Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 

http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-

dananak,diakses Tanggal 7 Februari Pukul 02.00.WIB. 

http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dananak,diakses
http://fhukum.unpatti.ac.id/penegakan-hukum/288-fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dananak,diakses
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Tindak persetubuhan dipandang sebagai tindak kriminal yang tidak manusiawi 

berupa tindak kekerasan seksual yang dilakukan tanpa dikehendaki dan umumnya 

dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang memaksa 

anak untuk melakukan peretubuhan. Kejahatan seksual yang sering terjadi 

terhadap anak perempuan seperti persetubuhan, mengakibatkan terampasnya dan 

tertindasnya hak-hak anak. Anak yang mengalami tindak pidana persetubuhan 

dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun 

fisiknya karena pada hakikatnya anak harus dilindungi. Selain itu juga anak 

berhak atas perlindungan dari berbagai macam kekerasan.  

 

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM, bahwa anak juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk 

kekerasan fisik maupun mental, pelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan 

seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Upaya perlindangan anak 

tersebut harus dilakukan sedini mungkin dan dalam pelaksanaannya perlu peran 

serta masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, 

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial atau 

lembaga pendidikan.  

 

Salah satu kejahatan yang sering dijumpai di media cetak atau elektronik yaitu 

kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya kejahatan pencabulan. 

Belakangan ini banyak sekali kasus kejahatan kejahatan pencabulan dengan 

korbannya yang saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke 

remaja, anak-anak sekolah, dan bahkan balita. Kejahatan pencabulan termasuk 
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dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang 

penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban, dan yang dimaksud 

dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP, 

adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan 

keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-

ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua 

bentuk-bentuk perbuatan cabul, persetubuhan juga termasuk di dalamnya. Berikut 

adalah kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren yang terjadi di 

Indonesia. 

Tabel 1 

Kejahatan Pencabulan oleh Guru Terhadap Siswa Pesantren yang Terjadi di 

Indonesia.
7
 

No Kasus Keterangan 

1 HW (Bandung) 14 orang santriwati 

2 Oknum guru agama di Tasikmalaya 1 orang 

3 M (Cilacap Jawa Tengah) 15 orang korban siswi SD 

4 Ogan Komering Ilir (OKI) 1 orang siswa laki-laki 

5 SMT (Trenggalek Jawa Timur) Puluhan siswi menjadi korban 

6 S (Jombang Jawa Timur) 15 orang santriwati 

7 M (Mojokerto Jawa Timur) Beberapa santri 

8 AI (Lhokseumawe Aceh) 15 orang santri 

9 SM (Pinrang Sulawesi Selatan) 4 orang santri 

 

Berdasarkan Tabel 1, Komnas Perempuan mencatat 51 kasus kekerasan yang 

terjadi di lingkungan pendidikan dalam rentang 2015 sampai Agustus 2020. Dari 

total kasus tersebut, pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam menempati 

urutan kedua atau 19 persen. Di posisi pertama ditempati oleh universitas dengan 

27 persen. 

 

                                                             
7
 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209082552-12-731811/daftar-kasus-kekerasan-

seksual-di-pesantren-indonesia 
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Perlindungan anak di dalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan 

lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang (UU) tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang menentukan : (1) Anak di 

dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari 

tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang 

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau 

pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh 

pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. Dari 

pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap 

setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun 

hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak 

sekolah apabila terjadi tindak kekerasan di dalam ruang lingkup sekolah. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan oleh Guru 

Terhadap Siswa Pesantren di Indonesia 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Permasalahan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap 

siswa pesantren di Indonesia? 
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b. Bagaimanakah upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru 

terhadap siswa pesantren di Indonesia? 

c. Apakah faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh 

guru terhadap siswa pesantren di Indonesia? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya 

mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap 

siswa pesantren di Indonesia, upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh 

guru terhadap siswa pesantren di Indonesia dan faktor penghambat upaya 

Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di 

Indonesia. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. 

Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru 

terhadap siswa pesantren di Indonesia.  

b. Untuk mengetahui upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru 

terhadap siswa pesantren di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan 

pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia. 

 

 

 

 



9 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dam pembahasan 

penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, adapun kegunaan penelitian 

ini adalah:  

a. Secara Teoritis: 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya 

mengenai upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap 

siswa pesantren di Indonesia. Kemudian memberikan kontribusi kepada 

kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum 

umumnya dan hukum pidana. 

b. Secara Praktis: 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak 

hukum dalam menegakan hukum terhadap upaya Penanggulangan Kejahatan 

pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstaksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum. Pada permasalahan pertama tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan 

pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah menggunakan:  

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.  

Adapun beberapa teori tentang penyebab terjadinya kejahatan, yaitu: 
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1) Teori Lingkungan 

Muzhab ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori penyebab terjadinya 

kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih 

bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri” 

2) Teori Kontrol Sosial 

Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. 

Personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan 

seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai 

kebutuhannya dengan cara melaggar norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sedangkan komtrol sosial adalah kemampuan kelompok 

sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-

norma atau peraturan menjadi efektif.
8
 

3) Teori Spiritualisme  

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut 

kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah 

tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan 

seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan 

seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat 

seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk 

melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan. 

4) Teori Multi Faktor 

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi 

tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “Penyebabnya terjadi 

kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi 

penyebab kejahatan”. 

5) Partisipasi Masyarakat 

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
9
 

Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak 

yang terlibat di dalamnya antara lain adalah pembentuk Undang-Undang, 

kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.
10

 

 

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Soedjono yang merumuskan kejahatan 

sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dilakukan oleh anggota 

masyarakat itu juga, maka masyarakat juga dibebankan kewajiban demi 

keselamatan dan ketertibannya, masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-

sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.
11

 

 

 

                                                             
8
 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1992, hlm. 32. 

9
 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61. 

10
 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 113 

11
 Seodjono D, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, hlm. 31 
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b. Upaya Penanggulangan Kejahatan  

Pada permasalahan kedua tentang upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan 

oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah menggunakan teori Upaya 

Penanggulangan Kejahatan.
12

 Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan 

pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat 

(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan 

penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan 

akhir atau tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) 

itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement 

policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social 

(social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). 

Politik riminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan 

sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.
 
Upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat 

repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, 

sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive 

(pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai 

perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat 

sebagai tindakan preventif dalam arti luas.
13

 

 

Bentuk perlindungan terhadap anak merupakan suatu bentuk atau usaha yang 

diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar 

                                                             
12

 Arif Gosita, Bunga Rampai Viktimisasi, PT.Eresco, Bandung, 1995, hlm. 136 
13

 Seminar Nasional,Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan(Gangguan Psikiatrik 

Korban Perkosaan), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 10-14 
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anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 jo.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2) yang pada dasarnya 

memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi 

anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi : 

a. Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun diluar 

lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, 

fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat 

mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya 

b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, 

diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga 

korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik 

korban dan keluarga korban tidak tercemar. 

c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu 

anak dan saksiahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman dari 

pihak- pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan 

efisien. 

d. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga 

mengetahui perkembangan perkaranya.
14

 

 

c. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan  

Pada permasalahan ketiga tentang faktor penghambat terhadap upaya 

Penanggulangan kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren di 

Indonesia, dijawab dengan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: 

a. Faktor Hukum 

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 

ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang 

tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat 

                                                             
14

 Arif Gosita, Op. Cit, 1995, hlm. 136 
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dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan 

dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan 

hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 

penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian  

antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. 

b. Faktor Penegakan Hukum  

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum 

memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 

petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci 

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan 

perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. 

Pendidikan  yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal 

yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami 

hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang 

kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih 

diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis 

yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.  

d. Faktor Masyarakat 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok 

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul 

adalah taraf kepaTuhan hukum, yaitu kepaTuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang. Adanya derajatkepaTuhan hukum masyarakat 

terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan. 

e. Faktor Kebudayaan 

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 

membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu 

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 

orang lain.
15

 

 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan 

                                                             
15

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan  Hukum  Cetakan 

Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42 
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dalam penulisan atau penelitian.
16

 Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai 

pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek 

dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat 

dalam penggunaannya.  

a. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai 

usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu 

tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
17

 

b. Penanggulangan adalah semua tidakan terpadu yang bertujuan untuk 

mengatasi dan menghadapi akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
18

 

c. Pencabulan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan  norma-norma 

atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP 

buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan 

seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan 

yang lainnya.
19

 

d. Guru atau tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20

   

                                                             
16

 Soerjono Soekanto. Op. Cit. hlm.103 
17

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1250. 
18

 Ibid, hlm. 1050. 
19

 Tri Adrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Unila Bandar Lampung, 2009, hlm 69 
20

 http://irwansahaja,blogspot,co,id/2014/04/pengertian-tenaga-pendidik,html 
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e. Pesantren pesantren adalah lembaga keagamaan, yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan agama 

Islam.
21

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika peulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan 

tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang 

menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-

batasan penulisan,selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari 

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum 

tentang pokok bahasan mengenai upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan 

oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai 

dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, 

prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

 

                                                             
21

 Tim Penyusun Kamus Pembina dan Pengembangan Bahasa ed.2-Cet.9. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 667 



16 

 

IV. PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang 

terdapat dalam penulisan ini yaitu upaya penanggulangan kejahatan pencabulan 

oleh guru terhadap siswa pesantren di Indonesia dan faktor penghambat terhadap 

upaya penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa pesantren 

di Indonesia. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya 

dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia 

berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.
22

 Anak memiliki 

karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasadan merupakan 

salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, olehkarena itu hak-hak 

anak menjadi penting diprioritaskan.
23

  

 

Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan : 

a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus. 

b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan. 

c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang 

lain. 

d. Anak  merupakan  tunas,  sumber  potensi  dan  generasi  muda  penerus 

perjuangan  cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena 

itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai 

korban dari perbuatan buruk seseorang. 
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2. Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur 

Berikut  ini  uraian  tentang  pengertian  anak  menurut  peraturan  perundang- 

undangan: 

a. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya. 

b. Anak  di  dalam  definisinya  menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang 

Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak  

yang  masih  dalam  kandungan,  definisi  pengertian  anak  ini  juga masih 

dipakai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. 

c. Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur di 

bawah 15 (lima belas) tahun. 

d. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  menyatakan  anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

e. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang 

selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana  

yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak  yang belum  berumur  

18 (delapan belas) tahun  yang  mengalami  penderitaan fisik, mental dan/atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. 

f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian Kedudukan anak 

dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum 

dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu 

mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. 

Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap 

proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk 

kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.  

 

 

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu 

harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-

undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai 

anak yang antara lain sebagai berikut: 
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a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).  

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  

g. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
24

 

 

 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam 

menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap 

perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan 

yang mana  yang akan  dipersoalkan nantinya.Untuk peradilan anak itu sendiri 

telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak. Tetapi sejak 30 Juli 2012, DPR telah mengesahkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Anak  yang akan menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 ini belum diberlakukan sampai 2(dua) Tahun sejak 

diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga  mengatur tentang 

peradilan anak. 

 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 
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diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
25

 

 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan  terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.  

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini 

hanya  perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, 

terkait pula  dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh 

manusia sebagai  subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta 

lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban 

untuk melakukan suatu tindakan hukum.
26

 

 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.
27

 

 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah  

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang- 
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undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu 

kewajiban.   

b. Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

 

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam,  yaitu:  

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa.  

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber 

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan 

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah.  
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Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum 

harus  memperhatikan 4 unsur :   

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)   

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)  

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)   

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).
28

 

 

C. Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak 

 

Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan 

melindungi anak. Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, 

mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar 

hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan 

perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga. 

 

Terkait dengan perlindungan terhadap anak telah ditetapkan jugaUndang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap 
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pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi.
29

 

 

Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga 

tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024. RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga 

dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/ lembaga (Renstra-KL) dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/ 

menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka 

pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, 

RPJMN dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan 

menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (RAPBN). 

 

Lebih lanjut disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 berbagai permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut: 

a. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang 

anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif. 

b. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan 

diskriminasi. 

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya 

kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian 

pembangunan perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan 

dengan: (a) masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat 

pemenuhan hak-hak anak; dan (b) belum terbentuknya kelembagaan 

perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, 

serta (3) masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan.
 30
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Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan 

untuk: 

1) Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan 

partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan 

yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan 

kelangsungan hidup anak;  

2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan 

3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. 

 

 

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah kebijakan peningkatan perlindungan 

anak menurut Romli Atmasasmita, yaitu: 

a) Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, 

antara lain, melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program 

pengembangan anak usia dini; peningkatan kualitas kesehatan anak; dan 

peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. 

b) Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, 

antara lain melalui: peningkatan rehabilitasi dan pelindungan sosial anak; 

peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja 

terburuk anak; dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum.  

c) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain, 

melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

terkait perlindungan anak; peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan 

anak; peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan 

peningkatan koordinasi dan kemitraan antarpemangku kepentingan terkait 

pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional, maupun internasional.
31

 

 

 

D. Pengertian Guru dan Siswa 

 

Siswa merupakan istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah 

pertama dan menengah atas. Siswi adalah komponen masukan dalam sistem 

pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu 

komponen pendidikan, siswa dapat ditinjau dari berbagai pendekatan, antara lain: 
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pendekatan sosial, pendekatan psikologis, dan pendekatan edukatif atau 

pedagogis.
32

 

 

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik 

adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakekatnya 

memerlukan persyaratan keterampilan tekhnis dan sikap kepribadian tertentu yang 

semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihanGuru 

atau tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan.
33

   

 

E. Tindak Pidana Asusila 

 

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-Pasal 283 KUHP 

sekarang.  Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang 

berkaitan dengan tilisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan.  Delik 

asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila 

dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang 

jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. 

Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja 

telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk 

memberikan perlindungan terhadap  tindakan-tindakan asusila atau ontruchte 

handelingen dan  terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata  maupun 

dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena 
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bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang  

kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana 

kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun 

ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan 

seksual mereka.
34

 

 

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada  

pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang  

termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam  

pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik 

kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. 

Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, 

berbeda-beda menurut pandanngan dengan nila-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap 

nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri 

merupakan nilai-nilai kesusilaan yang  minimal (das recht ist das ethische 

minimum).
35

 

 

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak yang jika 

dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan) namun sejak 

dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran, khusunya para orang 

tua. Delik kesusilaan menutut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan 

perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai 

turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut 
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terakhir. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP dengan judul 

“kejahatan terhadap kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai 

dengan Pasal 297 KUHP. Merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr. J.M 

Van Bemmelen, mengatakan “pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum 

adalah terjemahan dari “outtrange public a la pudeur” dalam Pasal 330 Code 

Penal. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang 

seksual”.
36

 

 

F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

 

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, Keseluruhan dasar dan 

aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, 

yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (on recht) dan 

mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
37

 

 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk  

mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi 

kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari 

penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan  

hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai  

kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum  

yang berlaku.
38
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Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti 

pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia  

kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement  

begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum  

sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini  

jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau  

keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam 

pergaulan hidup masyarakat.
39

 

 

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara  

membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh 

aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah 

dalam penegakan hukum.  

1. Upaya Non Penal (Preventif)  

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada 

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung 

dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, 

misalnya:  

c. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna 

mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana 

pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.  

d. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan 

perbaikan lingkungan.  

e. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam  

terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam  

penanggulangan kejahatan   

2. Upaya Penal (Represif)  

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala 

tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih 

menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang 

dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan 

ancaman bagi pelakunya.
40
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Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin  

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga 

dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-

faktor tersebut adalah, sebagai berikut:  

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. 

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum.  

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan.  

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
41

 

 

 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan 

esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas 

penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas 

lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 

masyarakat Indonesia.  

a. Undang-undang  

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang 

tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang 

positif. Asas-asas tersebut antara lain:  

1) Undang-undang tidak berlaku surut.  

2) Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,  

3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.  

4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang 

yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. 
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5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang 

yang berlaku terdahulu.  

6) Undang-undang tidak dapat diganggu guat.  

7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian 

ataupun pembaharuan (inovasi). 

b. Penegak Hukum  

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang 

seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan 

tersebut, adalah:  

1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 

pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.  

2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.  

3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 

sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.  

4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan 

tertentu, terutama kebutuhan material.  

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 

konservatisme.
 42

 

 

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan 

sikap-sikap, sebagai berikut:  

1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.  

2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan 

yang ada pada saat itu.  

3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.  

4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 

pendiriannya.  

5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan 

suatu urutan.  

6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.  

7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.  

                                                             
42

 Soerjono Soekanto, Op., Cit., hlm. 9. 



32 

 

8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia.  

9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri 

sendiri dan pihak lain.  

10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar 

penalaran dan perhitingan yang mantap.
 43

  

 

 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas  

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, 

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang 

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana 

atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. 

Khususnya untuk sarana atau fasilitas tesebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, 

sebagai berikut:  

1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.  

2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.  

3) Yang kurang-ditambah.  

4) Yang macet-dilancarkan.  

5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
44

 

 

d. Faktor Masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 

Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk 
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mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas 

(dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).  

 

e. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap 

buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, 

adalah sebagai berikut: 

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.  

2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.  

3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
45

  

 

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan 

hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.
46

 

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua 

metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan 

secara yuridis empiris. 

1. Pendekatan secara yuridis normatif 

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah 

berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya 

dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. 

2. Pendekatan secara yuridis empiris 

pendekatan empiris dilakukan dengan cara meperhatikan atau melihat 

perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan pristiwa hukum yang terjadi di 

lapangan.
47

 

 

B. Sumber dan Jenis data 

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan 

data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data yang diproleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada 

objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang serta didukung dengan wawancara dengan akademisi 

yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder terdiri dari bahan hukum antara lain:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945 

Hasil Amandemen. 

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 Pemberlakukan tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP)  

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di 

Seluruh Indonesia (KUHP). 

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
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6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

perubahan kedua UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

8) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari 

buku-buku, literature, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini. 

c. Bahan-bahan penunjang lain  

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, bukann merupakan bahan hukum, 

secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan 

kebijakan hukum di lapangan.
48

 

 

C. Penentuan Narasumber 

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu 

penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 
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1. Polisi Penyidik Bagian Anak dan Perempuan pada  

Polresta Bandar Lampung      : 1 orang 

2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung    : 1 orang 

3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang    : 1 orang 

4. Dosen Bagian Hukum Fakultas Hukum Bagian Pidana  

Univeritas Lampung      : 1 orang + 

Jumlah         : 4 orang 

 

D. Metode Pengumupulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara 

membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagi litertur yang ada 

hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

b. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung 

pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara 

kepada para informan yang sudah ditentukan. 
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2. Prosedur Pengolahan Data 

a. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai 

dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali 

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut 

kerangka yang ditetapkan. 

c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi 

kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab 

permasalahan sehingga mudah untuk dibahas. 

 

E. Analisis Data 

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data 

secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis.
49

 Analisis ini tidak diproleh melalui bentuk 

hitungan.
50

 Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diproleh simpulan secara 

induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus 

yang kemudian diambil simpulan secara umum. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa 

pesantren di Indonesia adalah yaitu faktor internal yaitu yang berasal dari diri 

pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya 

si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Kemudian Faktor ekstern yaitu 

meningkatnya kasus-kasus kejahatan kesusilaan terkait erat dengan aspek 

sosial budaya. 

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru terhadap siswa 

pesantren di Indonesia yaitu perlindungan hukum terhadap anak korban 

asusila oleh oknum guru dilaksanakan berdasarkan Pasal 64 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya 

yang dilakukan terdiri dari dari 3 (tiga) bagian yaitu upaya pre-emptif, upaya 

preventif dan upaya represif. Hal yang telah dilaksanakan adalah perlakuan 

atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, 

penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini dan perlindungan dari 

pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi. 

Sedangkan yang belum terlaksana dengan baik yaitu penyediaan sarana dan 

prasarana khusus, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap 
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perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum serta pemberian jaminan 

untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. 

3. Faktor penghambat upaya Penanggulangan Kejahatan pencabulan oleh guru 

terhadap siswa pesantren di Indonesia adalah kurangnya kesadaran hukum 

masyarakat dan kurang baiknya budaya hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari tindakan masyarakat yang tidak kooperatif terhadap penyidik dan 

kurangnya ketaatan terhadap hukum. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Diharapkan profesi guru dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta 

keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat 

sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan 

juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang 

baik di dalam hati serta pikirannya.  

2. Bagi orang tua yang mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan, 

hendaklah berhati-hati serta mengawasi, karena orang yang dianggap mampu 

dipercaya bisa menjadi salah satu pelaku kejahatan pencabulan, serta orang tua 

hendaklah memberikan pengasuhan, pengawasan, serta bimbingan terhadap 

anak secara intensif karena dengan tidak adanya pengawasan secara intensif 

anak cenderung merasa nyaman dengan orang lain dan tidak menutup 

kemungkinan akan menimbulkan kejahatan pencabulan. 
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3. Bagi pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, 

dalam melakukan proses perlindungan hukum bagi korban kejahatan 

pencabulan terhadap anak diharapkan tidak hanya formalitas karena biar 

dianggap masyarakat bahwa kepolisian sudah melakukan dengan optimal 

perlindungan hukum tersebut. 
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